
BUPATI KTDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATI'RAN BUPATI KTDIRI
NOMOR 21 TAHUIT 2()25

TENTANG
PERT'BAIIAIT NTNCANA KER.IA PEMERINTATI DAERAII (P.RIIPDI

KABT'PATETT KEDIRI TAIIIIT 20.25

SALINAN

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BI'PATI KIDIRI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2Al7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah serta sehubungan adanya perubahan

asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten

Kediri Nomor OOO.7 .2.4 /33 / 418.54 /2025 tanggal 26 Mei 2025

hal Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana

Keda Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun

2025 dan Berita Acara Nomor O0O.7.2.4/t536/418.54/2025

tanggal 26 Mei 2025 tentang Pembahasan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Keq'a

Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025,

perlu menetapkan Perubahan Rencana Keq'a Pemerintah

Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025;

Menimbang
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah

(P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2A25;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun z0tl tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (I,embaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234) ssfoagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan

Daerah (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Taxrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67571;
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2Z

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6868);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2O2S-2O45

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

194, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6e87);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fi\
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot6 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}:run 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2l;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6Oa1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor tT Tahun 2OLT tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLT Nomor 105, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 63221;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang l,aporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20ll
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1l Nomor 9271;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerinta.h Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 1312);
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L8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2o1g
tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar
Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah

Kabupatea/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 15a1);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lL4 Tahun 2ol8
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar
Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 1619);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2l rahun 2018

tentang standar Telaris Mutu Pelayanan Dasar sub urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 158);

21. Peraturan Menteri sosial Nomor g rahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL8 Nomor 868);

22.Peraturarl Menteri Dalam Negeri Nomor 70 rahun 2o1g

tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 111a);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2olg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Ha7\

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun

2o2L tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2a22 tentang standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6771;

27.Peratura.n Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 20al;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah

Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 5a3);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (L,embaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2A24 Nomor 4 Seri D);

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2025 Nomor 19 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2A24 Nomor 9 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O2l

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 202l-2026 (l.embaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor t76l;
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Menetapkan

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2OL6 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor l87l;

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD} KABUPATEN KEDIRI TAHUN

2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Keg'a Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil
evaluasi pelaksana€rn yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun beg'alan,

yang penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Kediri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 digunakan sebagai:

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun

r€Lncangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA),

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) APBD serta Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {RPAPBD}
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025;
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b. Pedoman bagr Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Kediri dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja perangkat

Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 28 - 5 -2025

PIh. BUPATI KEDIRI,

ttd
DEWI MARIYA ULFA

Diundangkan di Kediri
padatanggal 28 - 5 -2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Hukum,
(

t1 EOre bina Tingkat I
9740120 199803 2006


